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ABSTRACT 

The research entitled "Conflict in Regulatory Norms for Sea Sand Export 

Management" is the result of legal research referring to the problem of how the 

norms of government regulation number 26 of 2023 concerning the management 

of sedimentation products in the sea conflict with law number 32 of 2009 

concerning environmental control and management. and how to resolve conflicts 

regarding norms of government regulation number 26 of 2023 concerning the 

management of sedimentation results in the sea. 

The research in this thesis uses normative legal research. The object of 

this research is laws and regulations related to conflicting regulatory norms for 

sea sand export governance in Indonesia. This research uses a legislative 

research approach, a conceptual approach, and a legal comparative approach. 

The technique for collecting legal materials in this research uses literature study, 

through sources of legal materials including law number 32 of 2009 concerning 

environmental control and management, statutory regulations related to sea sand 

mining, books, theses/ theses/dissertations, newspapers, magazines, other 

newspapers, other laws and regulations, scientific papers in the form of related 

scientific journals and others, as well as data that supports this research. Then the 

data was analyzed in a descriptive-qualitative manner using deductive methods. 

The research results obtained include government regulation number 26 

of 2023 concerning management of sedimentation results in the sea, which is 

inconsistent with law number 32 of 2009 concerning control and management of 

the environment and resolution of conflicting norms of government regulation 

number 26 of 2023 concerning management of sedimentation results in This must 

be done in the sea, which is shown in the regulations regarding the management 

of sea sand exports which include several shortcomings, including the 

government's lack of readiness in managing sea sand mining, the lack of clarity 

regarding the purpose of this policy, many of the sentences are has multiple 

interpretations which can trap people's logic between environmental health and 

marine ecosystems or sea sand mining, this policy does not take into account the 

short-term profits and long-term losses that will be experienced by the country. 
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ABSTRAK 

Penelitian berjudul “Konflik Norma Regulasi Tata Kelola Ekspor Pasir 

Laut” ini merupakan hasil penelitian hukum merujuk pada permasalahan tentang 

bagaimana konflik norma peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang 

pengelolaan hasil sedimentasi di laut dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 

tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana 

penyelesaian konflik norma peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang 

pengelolaan hasil sedimentasi di laut. 
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Penelitian pada tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normative. 

Objek dari penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan konflik norma regulasi tata kelola ekspor pasir laut di Indonesia. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan 

konseptual, dan pendekatan komparatif hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum 

pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Literature Study), melalui 

sumber bahan hukum antara lain undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang 

pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan 

terkait pertambangan pasir laut, buku-buku, skripsi/tesis/disertasi, koran, majalah, 

surat kabar lain, peraturan perundang-undangan lain, karya tulis ilmiah berupa 

jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dan lain-lain, serta data-data yang mendukung 

penelitian ini. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan cara deskriftif- 

kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. 

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain adalah peraturan pemerintah 

nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut inkonsisten 

dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengendalian dan 

pengelolaan lingkungan hidup dan penyelesaian terhadap konflik norma peraturan 

pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut ini 

harus dilakukan, yang ditunjukan pada regulasi mengenai tata kelola ekspor pasir 

laut yang meliputi beberapa kekurangan antara lain kurang kesiapan pemerintah 

dalam pengelolaan pertambangan pasir laut, kurang jelasnya peruntukan kebijakan 

ini, banyak memiliki kalimat yang bersifat multi tafsir yang dapat menjebak logika 

masyarakat antara demi kesehatan lingkungan dan ekosistem laut atau 

pertambangan pasir laut, kebijakan ini tidak memperhitungkan keuntungan jangka 

pendek dan kerugian jangka panjang yang akan dialami negara. 

 

Kata Kunci: Konflik norma, regulasi, ekspor pasir laut 
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